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Tesisini membahas mengenai permasalahan perjanjian kawin yang tidak didaftarkan. Perkawinan
merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan merupakan salah satu bentuk "perikatan™ antara seorang pria dengan seorang wanita. Perikatan
tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dikenal dengan istilah "hukum
perkawinan™ yakni sebuah himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap
tingkah laku manusia dalam perkawinan. Pokok permasalahan dalam tesisini adalah mengenai implikasi
perjanjian kawin yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga dan status kepemilikan properti milik WNI
setel ah perkawinan dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Penulis menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi
dokumen. Ketidaktahuan hukum dalam pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung dan
keterlambatan pendaftaran perjanjian kawin, akan menjadi pemicu masalah hukum bagi suami istri maupun
pihak ketiga karena merasa dirugikan, dan dapat berakibat pada pembatalan perjanjian kawin. Pihak ketiga
akan dirugikan apabilatidak dilakukan pendaftaran, karena perjanjian kawin tersebut dianggap hanya
berlaku pada pihak suami dan istri sgja, tidak berlaku terhadap pihak ketiga apabilatidak didaftarkan. Bagi
calon pasangan perkawinan campuran yang akan mengadakan perjanjian kawin dalam perkawinannya,
sudah sebaiknya mencari informasi baik melalui instansi pemerintah yakni pada Kantor Catatan Sipil
maupun profesi hukum yang memiliki kompetensi atau pengetahuan berkaitan dengan pembuatan perjanjian
kawin, seperti Notaris atau pengacara.

<hr />This thesis discusses the issue of marriage agreements that are not registered. Marriageis an inner and
outer bond between a man and a woman, as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal
family based on the One Godhead. Marriage is one form of "engagement” between a man and awoman. The
engagement isregulated in alaw that appliesin society, known as "marriage law" which is a set of rules that
regulate and sanction human behavior in marriage. The main problem in thisthesisis about the implications
of the marriage agreement that is not registered with the third party and the property ownership status of the
Indonesian citizen after the marriage is held according to the applicable law in Indonesia. The author uses a
normative juridical research method, the type of data used is secondary data collected through document
studies. The ignorance of the law in making marriage agreements after marriage and the delay in the
registration of marriage agreements, will be atrigger for legal problems for husband and wife and third
parties because they feel disadvantaged, and can result in the cancellation of the marriage agreement. Third
parties will be disadvantaged if registration is not carried out, because the marriage agreement is considered
only valid on the part of husband and wife only, does not apply to third parties if not registered. For
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prospective mixed marriages who will enter into marriage agreements in their marriages, it is better to seek
information through government agencies, namely the Civil Registry Office and the legal profession that has
the competence or knowledge related to making marriage agreements, such as Notaries or lawyers.



